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ABSTRAK 

Seiring berkembangnya zaman, banyak sekali permasalahan-permasalahan 

yang ikut berkembang dan hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, 

misalnya rahn tasjily. Rahn tasjily juga termasuk dari bagian permasalahan-

permasalahan kontemporer dalam dunia ekonomi. Selain itu rahn tasjily sendiri 

cenderung berbeda dengan rahn atau gadai konvensional sebagaimana yang telah 

dipraktekkan oleh Rasulullah s.a.w yakni menggadaikan fisik barang (baju besi) 

kepada seorang Yahudi sebagai bentuk jaminan atas utangnya, sedangkan konsep 

rahn tasjily sendiri hanya menyerahkan bukti sah kepemilikannya kepada 

penerima jaminan (murtahin) seperti sertifikat tanah, dan fisik barang jaminan 

(marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan 

(rahin). Sekalipun keduanya memiliki beberapa kesamaan, yakni termasuk bagian 

dari bentuk perjanjian atas utang-piutang dan memiliki nilai sosial yang tinggi 

yaitu saling tolong-menolong antar golongan Menyikapi permasalahan tersebut, 

penulis ingin mengetahui pandangan dari tokoh Muhammadiyah dan tokoh 

Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang konsep rahn tasjily yang 

cenderung berbeda dengan konsep yang telah diajarkan oleh Rasululllah s.a.w. 

 

Dalam skripsi ini, penulisi menggunakan jenis penelitian kualitatif dan  

menggunakan metode (field research) yakni mengumpulkan data secara lengkap 

serta melakukan wawancara kepada tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul 

Ulama DIY dan bersifat deskriptif komparatif, serta dalam tulisan ini akan 

menggunakan Teori al-ikhtilafu fi fahmi nash wa at-tafsirihi. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah dan 

Nahdaltul Ulama DIY dalam pendapatnya bahwa rahn tasjily adalah boleh. 

Tokoh dari kedua organisasi tersebut sama-sama berangkat dari surah al-Baqarah 

ayat 283 serta hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Perbedaan 

dari kedua pendapat tersebut terletak pada metode istinbath hukum yang 

digunakan serta hadist terakhir yang digunakan oleh keduanya. Karena 

permasalahan rahn tasjily sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash al-

Qur’an dan Hadits. Tokoh Muhammadiyah DIY menggunakan metode bayani 

dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah. 

Tokoh Muhammdiyah menyimpulkan bahwa rahn tasjily hukumnya boleh 

karena dalil-dalil yang telah disebutkan sudah jelas dan kuat. Selain itu, dalam 

rahn tasjily, menurut mereka memiliki kemaslahatan yang jauh lebih besar dari 

pada rahn atau gadai konvensional, serta terdapat nilai saling tolong-menolong 

Sedangkan Tokoh Nahdlatul Ulama DIY menggunakan metode manhaji dan 

hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tokoh Nahdlatul Ulama dalam 

pandangannya tidak secara mutlak membolehkan hukum rahn tasjily, yakni 

harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti tidak ada unsur 

ribanya, barang yang dijadikan jaminan bukan barang najis, dan kedua belah 

pihak harus cakap dimata hukum, serta saling ridhonya antara kedua belah pihak. 

Kata kunci: Rahn, Tasjily, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama 
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PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME 
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SURAT PERSETUJAN SKRIPSI 
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MOTTO 

“Selama alian masih memiliki Akal, Kemauan, Aksi dan Berdoa, maka sebesar 

apapun harapan kalian insya Allah akan tercapai” 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam 

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za’ ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 ha’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

دَة ٌ  Ditulis muta`addidah مُتعََد ِّ

دَّة ٌ  Ditulis `iddah عِّ
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C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كْمَة ٌ  Ditulis Hikmah حِّ

لَّة ٌ  Ditulis `illah عِّ

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’Ditulis karāmah al-Auliyā كَرَامَةٌُالْاوَْلِّياءٌَِّ

 

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau 

h. 

 Ditulis zakātul fiṭri زَكَاةٌُالْفِّطْرٌِّ

 

D. Vokal Pendek 

َ 

 فعَلَََ

Fathah Ditulis 

A 

fa’ala 

ِ 

 فعَلَََ

Kasrah Ditulis 

I 

Żukira 

ُ 

 فعَلَََ

Dammah Ditulis 

U 

Yażhabu 
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E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

لِّيَّة ٌ  جَاهِّ

fathah + ya’ mati 

 تنَْسَى

kasrah + ya’ mati 

يْمٌ   كَرِّ

dammah + wawu mati 

 فرُُوْضٌ 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 

yas'ā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya' mati 

 بَيْنكَُمٌْ

fathah + wawu mati 

 قَوْلٌ 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 أأَنَْتمٌُْ

 لَئِّنٌْشَكَرْتمٌُْ

Ditulis 

Ditulis 

a'antum 

la'in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam 

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya  
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 الْقرُْآنٌُ

 الْقِّياَسٌُ

Ditulis 

Ditulis 

al-Qur'ān 

al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya. 

 السَّمَاءٌَ

 الشَّمْسٌُ

Ditulis 

Ditulis 

as-samā 

asy-syams 

 

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penyusunannya. 

ٌ  ذوَِّيٌالْفرُُوْضِّ

 أهَْلٌُالسُّنَّةٌِّ

Ditulis 

Ditulis 

żawi al-Furūḍ 

ahl as-Sunnah 

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam  tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam 

EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

 Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fih al-Qur’ān شَهْرََُرَمَضَانَََالَّذِىَأنْزِلَََفيِْهََِالْقرُْانََُ

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ  نُهُ وَنَسح تَعِي ح دَ للَِّهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مح يئََا ِِ باِلِله مِنح شُرُوح إِنَّ الْحَ ََ رِ َنَ حفُسِنَا، وَمِنح 
هَدُ ََنح لاَ إلِهََ إِلاَّ  لِلحهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ َ،ََشح دِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح للهُ اَعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح

َُوح  هَدُ ََنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَ دَهُ لَاشَريِحكَ لَهُ , وَََشح لئمح وَ وَحح ََ يئدِناَ لهُُ. الَلَّهُمَّ صَلئ وَ ََ باَرِحْ عَلَ  
. َمََّا بَ عحدُ  َ عَِيْح بِهِ اَجْح  مَُُمَّدٍ وَعَلَ  آلهِِ وَصَحح

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan. Nikmat sehat 

jasmani dan rohani untuk menyelesaikan tulisan ini. Shalawat serta salam semoga 

senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, 

dan kita selaku umatnya.  

 Penulis menyadari, bahwa skripsI dengan judul “Rahn Tasjily Dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0: 68/DSN-

MUI/III2008 Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama 

DIY” tidak dapat terselesaikan tanpa adanya uluran tangan serta bimbingan yang 

diberikan dari berbagai pihak. 

Maka dari itu dengan segala ta’dzim dan kerendahan hati, penulis ingin 

mengucapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat; 

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran dekanat; 

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan 

Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
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Yogyakarta; 

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi 

Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing mulai dari awal hingga akhir perkuliahan dengan baik;  

5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu, 

memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau; 

6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak 

memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keteladanan yang sangat 

berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi; 
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motivasi agar menjadi orang yang berpendidikan; 
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 Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang 

telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga jasa dan amal baik yang 

telah diberikan bernilai ibadah serta mendapatkan balasan serta limpahan rahmat 

dari Allah SWT. Sudah tentu skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, 

yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik 

maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Bahkan Islam sendiri merupakan 

agama yang sempurna yang memiliki sistem tersendiri dalam menghadapi 

permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun non material. 

Oleh karena itu, ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan yang bersifat 

fundamental, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Hal ini bisa kita pahami 

bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, mustahil agama sebesar Islam 

tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi yang jelas. Suatu 

sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam 

menjalankan kegiatan ekonomi, suatu sistem yang garis besarnya sudah 

diatur dalam al-qur’an dan as-sunnah.1 

 Bangunan ekonomi Islam ditegakkan di atas lima nilai dasar yaitu: 

tauhid (ketuhanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah 

(pemerintahan), serta ma’da (hasil). Kelimanya menjadi dasar pijakan 

dalam operasional Ekonomi Islam, tidak sekedar ilmu, melainkan juga 

                                                           
 1 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 1.  
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sistem yang aplikatif, sebagaima agama Islam sendiri juga sebagai ilmu dan 

sistem.2  

 Permasalahan-permasalahan ekonomi yang muncul pada 

masyarakat saat ini, jika dinisbatkan dengan Hukum Islam maka paling 

tidak terdapat dua jawaban untuk mejawab permasalahan-permasalahan 

ekkonomi. Pertama, permasalahan-permasalahan yang jawabannya yang 

terdapat langsung dalam al-Qur’an dan Sunnah. Kedua, permasalahan-

permasalahan yang jawabannya tidak ditemukan landasan syara’ secara 

eksplisit dalam al-Qur’an dan Sunnah sehingga membutuhkan fatwa 

(jawaban yang menerangkan kedudukan syara’ suatu persoalan) dari ulama 

yang memiliki otoritas tentangnya.3  

 Pada dasarnya, hukum itu harus memiliki sifat yang dinamis, 

fleksibel, dan elastis tak terkecuali Hukum Islam itu sendiri. Ketika nash-

nash al-Qur’an dan Sunnah sudah tidak mampu untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer saat ini, maka jalan 

ijtihad merupakan sarana solusi untuk menjawab semua permasalahan,4 

baik secara individu maupun secara kolektif.5 Bahkan ijtihad sudah 

diberlakukan sejak pertama kali wahyu diturunkan, yaitu pada zaman Nabi 

                                                           
 2 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2014) 

hlm. 73. 
 3 Yusuf al-Qardawi, Fatwa: antara Ketelitian dan Kecerobohan, alih bahasa As’ad Asin, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5. 

 4 M. Atho Mudzar, Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah Islam, (Jakarta: Yayasan 

Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 269-370. 

 5 Khairul Umam, A. Achyar Aminuddin, Ushul Fiqih 2 Untuk Fakultas Syariah Semua 

Jurusan, (Bandung: CV. Pustakan Setia, 2001), hlm. 134. 
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Muhammad saw.6 selain Nabi Muhammad saw, para sahabat seperti Umar 

bin Khattab juga telah melakukan ijtihad.7 

 Fatwa dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang 

masih relevan dengan kebutuhan masyarakat.8 Hal ini paling tidak karena 

ada dua hal: pertama, fatwa merupakan respon terhadap pernyataan tentang 

permasalahan baru, sehingga fatwa memberi peluang untuk materi hukum 

sebagai sumber hukum yang tidak terputus.9 Kedua, sifat tidak mengikatnya 

fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam berijtihad untuk memberikan 

jawaban alternative pemikiran hukum yang sesuai dengan kebutuhan 

zaman.10 Dengan demikian, fatwa memiliki daya adaptabilitas hukum yang 

tinggi, dinamis, dan responsif terhadap perubahan dan keragaman sosial.11  

 Contoh permasalahan kontemporer saat ini dari lembaga keuangan 

syariah yang berbentuk non bank ialah pegadaian. Saat ini gadai telah 

memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gadai 

sendiri merupakan salah satu bentuk dari perjanjian dari utang-piutang, 

orang yang berutang menggadaikan barang berharganya sebagai jaminan 

                                                           
 6 Noor Ahmad, dkk, Epistimologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 93. 

 7 M. Atho Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi, 

(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998). I: 39-60. 

 8 Faisar Ananda Arfa, Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Krisis Terhadap Hukum 

Islam di Barat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 39. 

 9 M. Atho Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi, 

(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 90. 

 
 10 Ifrohatus Sawamah, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-

MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjilly Ditinjau Dari Perspektif Maqasi Asy-Syari’ah”, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016), hlm. 2. 

 

 11 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 

III: 12. 
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atas utang yang ditanggungnya. Barang jaminan tetap menjadi milik orang 

yang menggadaikan (orang yang berutang) akan tetapi dikuasai oleh 

penerima gadai (yang berpiutang).12  

 Gadai pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang berfungsi 

sosial. Praktek gadai seperti ini telah ada pada zaman Rasulullah saw dan 

nabi sendiri pernah memperaktekkannya. Gadai juga mempunyai nilai 

sosial yang tinggi yaitu untuk saling tolng-menolong antar golongan. Selain 

itu, para ulama telah bersepakat memperbolehkan dan tidak pernah 

mempertentangkan kebolehannya, demikian pula landasan hukumnya.13  

 Gadai atau rahn adalah suatu jenis akad pinjam meminjam dimana 

penerima gadai memegang suatu benda atau hak yang bernilai menurut 

syara’ sebagai jaminan utang (agunan) untuk menjalin kepercayaan agar 

tertanggung dapat menagih pembayaran seluruh atau sebagian utangnya 

secara tepat waktu.14 Pengertian diatas merupakan pengertian ar-rahn 

secara umum.  

 Sedangkan pengertian Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk 

barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada 

penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan 

fisik barang jaminan (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan 

                                                           
 12 Muhammad dan Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 

hlm. 3. 

 13 Heri Sudarsono, Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, (

 Bandung: al-Ma’arif, 1993), hlm. 51. 

 14 Asry Damayanti, “Analisis Praktik Rahn Tasjily Di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang 

Kembang Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily”, Jurnal 

Unisnu, Vol. 1: 1 (Januari, 2023), hlm. 26. 
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pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).15 Bentuk-bentuk gadai itu sendiri 

terbagi atas dua bagian, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Gadai 

syariah berbeda dengan gadai konvensional, gadai syariah tidak dikenakan 

bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan nasabah harus membayar 

biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang 

jaminan.  

 Dasar hukum dilakukannya rahn tasjily dalam Islam adalah firman 

Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut: 

 وَإِنَْكُنْتمَُْعَلَىَسَفرٍََوَلَمَْتجَِدوُاَكَاتِباًَفرَِهَانٌَمَقْبوُضَة16ٌَ

 Serta hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang berbunyi: 

 

دِرْعًاَمِنَََْإلىَأجلَورهنهَمِنََْيهُوْدِىطعاماََعليوَوسلمَاشترََىَسولَاللهَصلىَاللهأنَر

 حَدِيْدٍ.َ)رواهَالبخارىَومسلم(17

  Berdasarkan hadist diatas, konsep rahn tasjily sendiri berbeda 

dengan konsep yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw yaitu 

menggadaikan fisik barang (baju besi) sebagai jaminan dalam bentuk 

barang atas utang. Sedangkan konsep rahn tasjily sendiri hanya 

menyerahkan bukti sah kepemilikannya kepada penerima jaminan 

                                                           
 15 Fatwa MUI DSN No: 68/DSN-MUI/III Tentang “Rahn Tasjily”. 2008. 

 16 Ibid.  
 17Ibid. 
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(murtahin) seperti sertifikat tanah, dan fisik barang jaminan (marhun) tetap 

berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).  

  Rahn Tasjily permasalahan yang kontemporer yang tidak secara 

eksplisit disebutkan di dalam nash al-Qur’an dan Hadist sehingga 

menimbulkan perbedaan pandangan antar cendekiawan muslim dalam hal 

penetapan hukumnya. Diantara cendekiawan muslim tersebut adalah tokoh 

Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama. Karena kedua organisasi 

tersebut, sepanjang pengetahuan penulis belum mengeluarkan fatwa tentang 

permasalahan rahn tasjily. Disisi lain rahn tasjily juga sebagai bentuk 

jawaban atas kebutuhan masyarakat ketika permasalahan-permasalahan 

sosial dan ekonomi yang sangat kompleks dan tidak bisa ditampung oleh 

akad-akad lain. hingga akhirnya muncul fatwa-fatwa baru seperti fatwa 

DSN MUI tentang rahn tasjily. Sehingga dengan adanya skema ini, 

masyarakat bisa melakukan pnjam-meminjam dengan lembaga keuangan 

konvensional maupun syariah tanpa perlu menggadaikan barang fisiknya. 

  Misalnya, menurut laporan realisasi pembiayaan pada tahun 2021 

yang disalurkan oleh BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) Surya 

Umbulharjo yaitu mencapai 149 orang, dengan rincian 109 orang yang 

menggunakan jaminan surat kepemilikan  seperti BPKB kendaraan maupun 

sertifikat tanah (kategori barang tidak bergerak/tetap). Dari total 149 orang 

yang melakukan pinjaman pada BTM Surya Umbulharjo, 44 diantaranya 

adalah warga Muhammadiyah. Kemudian menurut laporan realisasi 
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pembiayaan pada tahun 2022 yang disalurkan oleh KSPS (Koperasi Simpan 

Pinjam Syari’ah) an-Nahdlah yang berlokasi di Jl. Marsda Adisucipto yaitu 

mencapai 240 orang, dengan rincian 164 orang menggunakan BPKB 

kendaraan sebagai jaminan dan 76 jaminan berbentuk sertifikat hak milik 

untuk dijadikan jaminan atas utangnya. Dari total 240 orang yang disalurkan 

oleh KSPS an-Nahdlah merupakan warga Nahdlatul Ulama.  

  Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis merasa bahwa 

penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut 

mengenai “Rahn Tasjily Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan 

Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul 

Ulama DIY tentang konsep rahn tasjily? 

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan tokoh 

Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama DIY tentang konsep rahn 

tasjily?  

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan 

dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan 
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konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah.18 

Adapun tujuan dari ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh 

Nahdlatul Ulama DIY tentang konsep rahn tasjily.  

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan tokoh 

Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama DIY tentang konsep rahn 

tasjily. 

 Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah konsep rahn tasjily tersebut sudah sesuai 

dengan hadist atau tata cara yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad 

saw. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis pada 

khususnya serta segenap civitas akademika dan masyarakat terhadap 

khazanah keilmuan khususnya dalam bidang muamalah.  

3. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam hal tata bahasa dan 

kepenulisan ilmiah. 

D. Telaah Pustaka 

 Telaah pustaka merupakan suatu bagian dari sebuah karya tulis 

ilmiah yang tidak dapat ditinggalkan. Di dalamnya memuat beberapa 

                                                           
 18 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Isntitut Agama Islam Negeri Jember, 

(Jember: IAIN Jember Press, 2018), hlm. 37. 
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literatur yang memuat seperti jurnal, skripsi, buku, dan artikel dan yang 

bertema atau memiliki relevansi yang sama dengan karya tulis yang akan 

penulis buat. Hal itu agar dapat mendukung pembahasan yang lebih 

mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis mencari dan 

melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai hubungan 

terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun pustaka yang memiliki 

relevansi yang sama sebagai berikut: 

 Pertama; Skripsi karya Ifrohatus Sawamah yang berjudul, “Analisis 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn 

Tasjily Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”, penelitian tersebut 

mengatakan bahwa barang yang ditetapkan dalam fatwa tersebut berupa 

barang yang mempunyai surat kepemilikan yang mana barangnya itu dapat 

bergerak seperti motor dan mobil, sedangkan pemanfaatan fisik barangnya 

tetap dalam penguasaan pemiliknya (rahin), karena yang dijadikan jaminan 

hanayalah surat sah kepemilikannya yaitu BPKB kendaraan tersebut.19 

Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti nantinya ialah berfokus 

terhadap pandangan tokoh dari kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia 

yaitu Muhammadiyah dan NU tentang memahami konsep rahn tasjily itu 

sendiri.  

 Kedua; Skripsi karya Sukma Hani Noor Khasanah dengan judul, 

“Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan 

                                                           
 19 Ifrohatus Sawamah, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-

MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjilly Ditinjau Dari Perspektif Maqasi Asy-Syari’ah,” Skripsi 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016). 
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Mudarabah (Studi Perspektif Maqasid asy-Syari’ah)”, hasil penelitian 

tersebut mengatakan bahwa penerapan jaminan berdasarkan maqasid asy-

syari’ah menjunjung tinggi nilai kemaslahatan dengan menjaga tiga faktor 

utama maqasid asy-syari’ah yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.20  

 Ketiga; Tesis karya Humaira Ridanty yang berjudu, “Pemberian 

Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah di 

Perbankan Syari’ah”, dari hasil penelitiannya dapat dikatakan bahwa 

mengenai ketentuan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 68/DSN-MUI/III/2008 

tentang rahn tasjily.21 Meskipun sama2 memiliki topik yang sama, namun 

dalam penelitian yang akan peneliti teliti nantinya ialah menggunakan 

hukum Islam dengan meminta atau mewawancara tokoh Muhammadiyah 

dan NU terkait konsep rahn tasjily. 

 Keempat; Buku Karya Abdul Ghofir Anshori yang berjudul, “Gadai 

Syariah di Indonesia”, salah-satu bab dalam bukunya membahas tentang 

rahn dalam Islam. Dalam buku tersebut pembahasan tentang rahn tasjily 

sendiri tidak ditemukan melainkan menjelaskan tentang jaminan fidusia 

                                                           
 20 Sukma Hani Noor Khasanah, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam 

Pembiayaan Mudaras bah (Studi Perspektif Maqasid asy-Syari’ah),” Skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2014). 

 21 Humaira Ridanty, “Pemberian Jaminan Fidusia Dengan AKta Notaris Pada Pembiayaan 

Musyarakah di Perbankan Syariah,” Fakultas Hukum Magister Kenoariatan, (2011). 
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yang mana implementasinya atau konsepnya itu hampir sama dengan 

masalah rahn tasjili.22 

 Kelima; Skripsi karya Fajar Kurnia Imam yang berjudul,” Analisis 

Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap 

Mekanisme Ujrah Pada Pembiayaan Rahn di BMT NU Cabang Suboh 

Situbondo”, dari penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa praktek 

mekanisme ujrah pada pembiayaan rahn BPKB di BMT NU Cabang Suboh 

Situbondo tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang rahn.23 Meskipun penelitian tersebut memiliki topik dan jenis 

penelitian yang hampir sama, namun peneliti sendiri nantinya akan berfokus 

pada konsep rahn tasjily melalui pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU.  

 Literatur-literatur atau karya tulis ilmiah yang telah peneliti 

sebutkan di atas mengenai bahasannya belum ada yang menyamai secara 

spesifik sekaligus tentang teori yang digunakan. Terlebih lagi, dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teori Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash 

wa Tafsirihi dengan meminta pandangan pada Tokoh Muhammadiyah dan 

Tokoh Nahdlatul Ulama DIY tentang konsep rahn tasjily. 

E. Kerangka Teori 

 Landasan teoritik merupakan pendukung atau pennguat sebuah, 

konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau 

                                                           
 22 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, (Bandung: Pustaka setai, 2001). 

 23 Fajar Kurnia Imam, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang 

Rahn Terhadap Mekanime Ujrah Pada Pembiayaan Rahn di BMT NU Cabang Suboh Situbondo,” 

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, (2020). 
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memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis.24 Dalam penelitian 

kualitatif, teori berfungsi untuk memberikan arahan atau bimbingan untuk 

memecahkan masalah yang sedang dikaji dalam rangka menemukan 

pengetahuan, konsep atau teori subtantif.25  

 Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori Al-Ikhtilaafu Fi 

Fahmi an-Nash wa Tafsirihi yaitu terjadinya perbedaan pendapat dalam 

memahami teks baik itu teks Al-Qura’n maupun teks sunnah. Sehingga para 

ulama menafsirkan sesuai dengan pandangan mereka terhadap nash 

tersebut, hal inilah yang disebut sebagai Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa 

Tafsirihi 26  

 Menurut peneliti teori Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi 

sendiri merupakan salah satu penyebab dari beberapa penyebab perbedaan 

pendapat di kalangan para fuqaha’ maupun ulama’. Sehingga masing-

masing melakukan interprestasi terhadap apa yang dianggapnya sesuai 

ketika menentukan sebuah hukum dari permasalahan yang dihadapi.27 Al-

Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi ini berbeda dengan Al-Ikhtilaafu 

Fi al-Qawaid al-Ushuliyyah, dimana perbedaan dalam memahami teks nash 

ini bersumber dari satu teks yang sama, akan tetapi hasil pemahaman terkait 

maksud dan tujuan teks itu bisa menjadi berbeda-beda.28 

                                                           
 24 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 

2013), hlm. 141. 

 25 M. Djamal, Pradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 43. 

 26 Mustafa Said Al-Khin, Atsar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Fil Ikhtilaf Al-

Fuqaha, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1982), hlm. 62.  

 27 Ibid, hlm. 62. 
 28 Radika Fawwazulhaq al-Mahbubi, Perbedaan Hukum Kunut Nazilah Di Tengah 

Pandemi Covid-19 Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama, Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020), hlm. 17. 
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 Adapun contoh perbedaan dalam memahami nash serta perbedaan 

dalam menafsiri nash dalam kitab karangan Mustafa Said al-Khin tentang 

hadits zakat, yaitu: pertama; menurut Mazhab Hanafi pencampuran zakat 

kambing tidak mempengaruhi nisab masing-masing individu. Maka tidak 

wajib bagi masing-masing muzakki untuk mengeluarkan zakat. Kecuali ada 

sesuatu yang diwajibkan tadi (setelah mencapai satu nisab kepemilikannya) 

sebelum adanya pencampuran. Pencampuran yang dimaksud ini bukan 

pencampuran secara milik melainkan hanya sebatas pencampuran tempat. 

Kedua; menurut Mazhab Maliki ketika terjadi pencampuran maka wajib 

bagi individu-individu untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya 

dan dengan syarat tiap-tiap individu yang mencampurkan itu mempunyai 

hak milik yang sebelumnya sudah diwajibkan mengeluarkan zakat. Ketiga; 

menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali ketika terjadi pencampuran antara dua 

orang, maka zakatnya cukup satu saja. Akan tetapi jika secara hak 

kepemilikan dipisah, maka zakatnya menjadi sendiri-sendiri.29 

 Oleh sebab itu, peneliti ingin menggunakan teori Al-Ikhtilaafu Fi 

Fahmi an-Nash ]wa Tafsirihi dalam tulisan ini untuk menjawab 

permasalahan konsep rahn tasjily dengan meminta pendapat dari para tokoh 

Muhammadiyah dan NU dengan merujuk pada satu hadist Nabi Muhammad 

saw yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dimana, dalam penerapannya pada 

                                                           
 29 Mustafa Said Al-Khin, Atsar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Fil Ikhtilaf Al-

Fuqaha, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1982), hlm. 63-65. 
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konsep rahn tasjily berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad saw. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yang mana nantinya akan mencari 

tokoh Muhammadiah dan tokoh Nahdlatul Ulama untuk dijadikan 

sebagai narasumber terkait konsep rahn tasjily apakah sudah sesuai 

yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. Metode penelitian di 

lapangan kemudian dengan tujuan untuk memahami objek dari 

penelitian ini sehingga menghasilkan teori yang nantinya akan peneliti 

gunakan untuk bahan pembahasan sebagai hasil akhir dari penelitian 

ini.30 Kemudian metode penelitian ini akan berfokus pada pendapat para 

tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait konsep rahn tasjily 

sekaligus menjawab tentang perbedaan dan persamaan dari kedua 

pendapat tokoh tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif 

memiliki arti yaitu berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti.31 

                                                           
 30 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 

2019), hlm. 6. 

 31 Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitaif, 

MixedMethods Serta Research &Development), (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 

2017), hlm. 65. 
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Sedangkan penelitian komparatif memiliki arti yaitu metode penelitian 

yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada 

perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti.32 

3. Pendekatan Penelitian  

 Cara yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis masalah 

yaitu pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan 

penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat 

di lapangan secara apa adanya.33 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data 

yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan uang 

sudah peneliti tulis dirumusan masalah. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research), maka dalam hal ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer, 

data, dan data sekunder sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data yang diambil dari sumber utama yang berada di 

lapangan atau data yang diperoleh langsung yakni dengan 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada 

ahli atau tokoh tertentu. 

                                                           
 32 Ibid, hlm. 65. 

 33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 142. 
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1) Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.34 

2) Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

bertanya langsung pada narasumber. Dalam melakukan 

wawancara terdapat proses interakasi antara peneliti dengan 

narasumber. 

3) Wawancara yang akan dilakukan peneliti merupakan 

wawancara yang terstruktur seperti menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini, nantinya 

peneliti akan memberikan kepada para tokoh Muhammadiyah 

dan Nahdlatul Ulama dengan pertanyaan yang sama.  

4) Dokumentasi yaitu peneliti secara langsung mencatat di depan 

narasumber atau para tokoh yang menjadi objek penelitian. 

Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaan 

metode wawancara.  Hasil penelitian dari wawancara, akan 

menjadi kredibel atau dapat dipercaya jika didukung dengan 

dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan fokus 

penelitian.35 

b. Sumber Data Seunder 

                                                           
 34 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

PT. Rinekha Cipta, 2006), hlm. 104-105. 

 35 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Pedoman Penulisan Skripsi, 

(Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 42.  
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 Sumber data sekunder yang digunakan ialah penelitian-

penelitian yang masih relevan dengan penelitian tersebut seperti, 

skripsi, tesis, jurnal, artikel maupun karya ilmiah lainnya serta 

bisa mengambil pendapat para ulama’ yang dianggap relevan.36 

5. Metode Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah induktif 

komparatif, metode-metode pengelolaan data ini merupakan langkah 

yang ditempuh peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan.37 

a. Metode induktif merupakan sebuah metode yang mengkaji melalui 

proses yang berlangsung pada fakta dan kemudian berangkat dari 

teori. 

b. Metode Komparatif yaitu sebuah metode yang berangkat dari 

sebuah analisis, perbandingan data, dan pendapat para ahli atau 

tokoh kamudian dijadikan kesimpulan.  

G. Sistematika Pembahasan 

 Dengan harapan, agar penelitian ini dapat berjalan efektif dan 

efisien, maka perlu adanya rancangan parsial yang terukur dan sistematis. 

Dalam hal ini peneliti akan merumuskan pembahasan penelitian ini ke 

dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungn antara bab 

yang satu dengan bab yang lainnya. Meskipun antar bab berbeda 

                                                           
 36 Farhan Azra, Pola Transaksi Paylater Dalam E-Commerce Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Positif, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm. 18. 

 37 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2005), hlm. 55. 
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pembahasan namun masih berhubungan dalam satu bingkai tema yang akan 

peneliti teliti nantinya. Secara jelasnya sebagai berikut: 

 BAB I, merupakan bab yang yang berisi tentang poin-poin penting 

sperti poin pembuka atau pendahuluan. Bab pertama ini juga dirasa penting 

untuk diperhatikan secara seksama, karena hal tersebut menyangkut 

keberlangsungan penelitian, serta menjaga alur penelitian untuk mencapai 

poin yang ingin dicapai yaitu menjawab rumusan-rumusan masalah yang 

telah peneliti kemukakan di atas. Oleh karena itu, dalam bab pertama ini 

memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, 

serta sistematika pembahasan.  

 BAB II, menjelaskan tentang gambaran umum mengenai teori Al-

Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi yang meliputi pengertian dan 

contoh-contoh penggunaan teori Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa 

Tafsirihi, membahas tinjauan umum tentang rahn atau rahn tasjily dan 

membahas dasar hukum tentang konsep rahn tasjily itu sendiri, serta 

membahas fatwa mui tentang rahn tasjily yakni Fatwa MUI DSN No: 68/DSN-

MUI/III Tentang “Rahn Tasjily”. 2008. 

 BAB III, membahas tentang ketentuan kedudukan hukum konsep 

rahn tasjily menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul 

Ulama DIY dengan menggunakan wawancara lamgsung pada tokoh 

tersebut.  
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 BAB IV, berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan analisa 

terhadap pendapat para tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama 

tentang konsep rahn tasjily apakah sudah sesuai dengan yang dipraktekkan 

oleh Nabi Muhammad saw, serta membahas tentang perbedaan dan 

persamaan kedua pendapat dari para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul 

Ulama. 

 BAB V, merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari semua 

pembahasan pada penelitian ini, seperti menjawab permasalahan-

permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Lebih lanjut, pada bab 

kelima ini tidak hanya memuat tentang kesimpulan melainkan kritik, serta 

saran-saran. Selain itu, pada bab ini juga nantinya akan ditutup dengan 

pencantuman daftar pustaka atau refrensi-refrensi yang dijadikan rujukan 

oleh peneliti.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian serta analisa dari beberapa bab di atas, maka 

diperlukan kesimpulan untuk memberikan gambaran terhadap jawaban atas 

pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini yakni permasalahan tentang 

hukum rahn tasjily. Atas dasar tersebut, sekiranya bagi penulis memberikan 

kesimpulan atas temuan yang telah didapatkan penulis melalaui wawancara 

langsung terhadap tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama 

Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

penulis letakkan di bagian Bab I, maka penulis menyimpulkan sebagai 

berikut: 

 Pertama, dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis 

terhadap tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Daerah 

Istimewa Yogyakarta menyatakan membolehkan konsep rahn tasjily untuk 

digunakan. Namun untuk tokoh Muhammadiyah sendiri masih 

mempertanyakan dasar pengambilan ujrah atau biaya penyimpanan dan 

pemeliharaan atas barang jaminan yang bebentuk surat sah kepemilikan, 

yang dianggap cenderung sama dengan ujrah atau biaya penyimpanan dan 

pemeliharaan atas barang jaminan yang berupa barang fisiknya. Seharusnya 

ujrah atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan untuk barang jaminan 

yang berupa surat sah kepemilikan tersebut dibedakan, dikarenakan surat 

sah tersebut tidak membutuhkan tempat penyimpanan seperti gudang. 
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Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama dalam memperbolehkannya konsep 

rahn tasjily tidak secara mutlak boleh. Artinya kebolehan tersebut bisa 

terlaksana jika dalam konsep rahn tasjily tidak terdapat unsur ribanya, 

barang yang digadaikan bukan barang najis atau sejenis, harus saling ridho 

antara kedua belah pihak, serta kedua belah pihak dalam melakukan 

transaksi sudah cakap menurut hukum. 

 Kedua, temuan penulis menunjukan bahwa tokoh Muhammadiyah 

dan tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan 

metode istinbath hukum yang berbeda dalam merumuskan hukun akan 

kebolehannya rahn tasjily. Tokoh Muhammadiyah sendiri dalam hal ini 

menggunakan metode bayani dalam merumuskan hukum akan 

kebolehannya rahn tasjily, sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama sendiri dalam 

pandangannya terkait hukum rahn tasjily menggunakan metode manhaji, 

sebuah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah 

penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab. 

 Analisis yang dilakukan penulis terhadap variabel pendapat yang 

diutarakan oleh tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Daerah 

Istimewa Yogyakarta, memiliki kesamaan hukum dalam pandangannya, 

baik dari tokoh Muhammadiyah maupun tokoh Nahdlatul Ulama sama-

sama memperbolehkannya tentang hukum rahn tasjily. Disamping syarat-

syarat serta rukun-rukun rahn tasjily yang harus terpenuhi sebagaimana 

yang telah penulis letakakan pada Bab IV. 

B. Saran 
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 Saran penulis pada peneliti selanjutnya yang bertemakan sama, 

bahwa penulis belum menemukan secara spesifik terkait dasar hukum 

pengambilan ujrah atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 

jaminan baik yang berupa barang fisik maupun jaminan yang berupa surat 

sah kepemilikan. Karena dari hasil pengamatan penulis terhadap tokoh dari 

kedua organisasi tersebut tidak secara spesifik menyebutkan tentang dasar 

hukum pengambilan ujrah tersebut.  

 Karena hal tersebut menurut penulis dianggap penting dikarenakan, 

pertama, bisa menjadi solusi pemecahan masalah dalam bidang mu’amalah 

khususnya dalam bidang rahn serta bisa memberikan pengetahuan untuk 

masyarakat pada umum, kedua, agar khazanah keilmuan dalam Islam terus 

berkembang khususnya pada bidang fiqih mu’amalah.
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